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A. Latar Belakang  
 Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 
kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan 
melanggar hukum serta undang-undang pidana. Merupakan suatu kenyataan 
sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, 
sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. 
 Salah satu bentuk kejahatan antara lain tindak pidana pemerasan. Kasus 
yang diambil sebagai penelitian ini adalah kasus yang terjadi di daerah BSB 
Semarang, Jawa Tengah yang menimpa korban bernama Yohanes Andy yang 
berumur sekitar 25 tahun. Pada saat itu korban didatangi oleh kedua oknum 
yang mengaku sebagai anggota kepolisian, dan mereka menuduh korban 
melakukan percobaan pembunuhan dan penggunaan narkoba serta obat-obatan 
terlarang, kemudian memeras korban untuk memberikan sejumlah uang 
sebagai jaminan jika tidak ingin dipenjara dan diproses lebih lanjut. Oleh 
karena rasa takut jika dipenjara, maka korban Yohanes Andy pun menyerahkan 
uang tersebut. Setelah itu korban melapor ke Bid Propam Polda Jawa Tengah 
sehingga akhirnya kedua oknum tersebut dapat ditangkap dan diproses lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan hukum kelembagaan polri dan juga pidana 
umum. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  menyatakan 
bahwa : 
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan 
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atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 
supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
 
 
 Buku II Bab XXIII KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam 
kejahatan, masing-masing yaitu apa yang di dalam Bahasa Belanda disebut 
“afpersing” atau “pemerasan” dan “afdreiging” atau “pengancaman”. Meski 
demikian, karena kedua macam perbuatan tersebut mempunyai sifat-sifat yang 
sama, tentu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan 
tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan.”1 
 Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri 
atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dalam Pasal 368 KUHP.
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 Kejahatan pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang 
berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat 
yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga penting bagi pelaku untuk 
diberikan hukuman berat. Dengan demikian, seseorang akan berpikir ulang 
untuk melakukan atau jika pernah melakukannya, maka diharapkan tidak akan 
mengulanginya lagi dikemudian hari. 
 Pelaku kejahatan pemerasan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk 
polisi. Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik 
masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, 
ketertiban, ketentraman warga masyarakat. Maka seharusnya polisi merupakan 
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petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan serta tata tertib di 
lingkungan sosial. Maka dari itu salah satu sumber daya manusia yang 
mempunyai potensi, dan memiliki peranan yang strategis dimana 
kedudukannya sebagai pengontrol dan pengayom ditengah kehidupan 
masyarakat, polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib 
peradaban masyarakat di masa yang akan dating, kemudian polisi mempunyai 
ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan fisik serta mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.
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 Kejahatan pemerasan dapat dilakukan oleh anggota Polisi merupakan 
sesuatu yang ironi, karena Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan 
tugas aparat kepolisian, yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat.” Adanya kejahatan pemerasan dapat 
dilakukan oleh anggota polisi ini memperlihatkan adanya kegagalan dalam 
sistem hukum di negeri ini. Beberapa kasus pemerasan yang dilakukan oleh 
anggota kepolisian antara lain Pemerasan oleh Kanit Reskrim Polsekta 
Bandung Kidul AKP Darius Elimanafe,
4
 Pemerasan oleh Direktur Reserse 
Narkotika Polda Bali Kombes Pol Franky Haryanto,
5
 serta kasus polisi cabul 
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 Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi sebagimana disebutkan 
di atas, membawa konsekuensi yang cukup berat, yaitu dapat diproses 
berdasarkan hukum dan perundang–undangan yang berlaku, baik itu berupa 
sanksi dalam kelembagaan kepolisian berupa pelanggaran disiplin, kode etik, 
maupun melalui ketentuan hukum pidana. Seperti yang dialami oknum polisi 
yang melakukan pemerasan di BSB Semarang, tertangkap tangan melakukan 
pemerasan, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan diproses kode etik 
kepolisian dan sidang disiplin, serta akan mengikuti persidangan umum untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan latar belakang 
tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah “PENERAPAN 
KETENTUAN KODE ETIK DAN TINDAK DISIPLIN TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA 
KEPOLISIAN (STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH).” 
B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap 
pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian? 
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2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan ketentuan kode etik dan tindak 
disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh 
anggota kepolisian? 
C. Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 
tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin 
terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota 
kepolisian. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan ketentuan kode etik 
dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang 
dilakukan oleh anggota kepolisian. 
D. Manfaat Penelitian 
  Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
 Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai 
tinjauan yuridis tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota 
kepolisian, sehingga dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, 
khususnya ilmu hukum pidana.. 
2. Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan 
informasi dan referensi bagi pihak terkait khususnya polri, bagaimana 
secara tidak langsung mengurangi atau meminimalisir tindak pidana 
pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Selain itu, hasil 
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penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penelitian sejenis di masa 
yang akan datang berdasarkan temuan penelitian dan kelemahan yang 
mungkin ditemukan dalam penelitian ini. 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
 Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi demi 
menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
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2. Spesifikasi Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu 
menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematik dan menyeluruh 
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-
perundangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 
praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut 
permasalahan yang sudah ditentukan.
8
 Penelitian ini tidak hanya 
memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi 
kepustakaan namun diperkaya dengan hasil wawancara mengenai 
penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan 
yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan faktor yang menghambatnya. 
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3. Objek Penelitian 
 Objek penelitian adalah semua informasi yang berkaitan dengan 
penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan 
yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan faktor yang menghambatnya, 
dengan elemen penelitian adalah perkara pemeriksaan yang ditangani oleh 
Polda Jawa Tengah, Ankum Propam Jawa Tengah yang berwenang 
menjatuhkan sanksi pada polisi dan peraturan undang-undang kepolisian, 
peraturan disiplin anggota polri, serta peraturan kepala kepolisian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2 macam, 
yaitu studi kepustakaan dan wawancara, berikut pembagianya: 
a. Studi Kepustakaan 
  Studi kepustakaan adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan 
untuk memperoleh data yang bersifat sekunder sebagai landasan teori 
ilmiah atau biasa disebut data sekunder. Data sekunder merupakan 
data-data yang diperoleh di luar wawancara, seperti buku, jurnal, 
ensiklopedi, artikel, dan lain sebagainya.
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1. Bahan hukum primer : 
a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
2. Bahan Hukum Sekunder : 
 Bahan–bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 
erat hubunganya dengan bahan hukum primer yang meliputi 
karya ilmiah para sarjana khususnya hukum pidana. 
3. Bahan hukum tersier : 
 Bahan–bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan Kamus Hukum. 
b. Wawancara 
 Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan 
dengan masalah penelitian kepada narasumber. Wawancara dilakukan 
secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, 
jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, 
sehingga diperoleh informasi yang benar dan akurat. Hasil wawancara 
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ini kemudian dicatat atau direkam dengan baik.
10
 Pada penelitian ini, 
teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang 
penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan 
yang dilakukan oleh anggota kepolisian, faktor-faktor yang 
menghambatnya, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Wawancara dilakukan terhadap Kepala Urusan Bidang Etika Profesi 
dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah yaitu Kompol Budi 
Pranawa, dan kepada Anggota Bid Propam Polrestabes Semarang 
Bripka Agus selaku narasumber. 
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 
 Dalam metode pengolahan dan penyajian data ini, materi yang 
dikumpulkan masih berupa data mentah, maka perlu dilakukan pengolahan 
sedemikian rupa, sehingga data tersebut sesuai dengan kenyataan dan 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
6. Teknik Analisis Data 
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 
adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 
yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan juga 
perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
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Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah content analysis (analisis 
isi). 
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F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Panduan 
Mahasiswa mengenai Metode Penulisan Karya Hukum, dimana terdiri dari 
empat bab yang dijabarkan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian 
(metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik 
pengumpulan data, serta analisis data dan penyajian data, dan 
sistematika penulisan 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai tindak pidana pemerasan, kepolisian, 
tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, 
kode etik profesi polri, dan tinjauan tentang tindak disiplin 
kepolisian. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, 
yaitu penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap 
pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota 
kepolisian dan faktor-faktor yang menghambatnya. 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran penelitian. 
 
 
